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PENETAPAN
Nomor : 1790 / Pdt. P/ 2018 /| PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam

perkara Permohonan Pemohon bernama :

ANTONI, tempat/tanggal lahir Bandung, 03 April 1980, jenis kelamin Laki-laki,
pekerjaan Wiraswasta, agama Budha, kebangsaan Indonesia,
tempat tinggal di Komp. New Holiday Blok F No.5,
RT.001/RW.008, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu

Ampar, Kota Batam ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat
bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta

memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya,
tertanggal 14 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1790/PDT.P/2018/PN. Btm.,
mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu

Tanda Penduduk R.I NIK. 3204130304800016 ;
- Bahwa Nama Pemohon di Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Kartu kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran, bernama ANTONI,

jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 03 April 1980 ;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin memperbaiki Pasport, Pemohon

menghadapi kendala dikarenakan terdapat perbedaan penulisan
khususnya pada tempat, tanggal, dan bulan lahir pemohon pada Dokumen
Paspor, dimana dokumen tersebut pemohon tercatat bernama ANTONI,

jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 02 Maret 1980 ;
- Bahwa karena perbedaan tersebut, saat ini Pemohon ingin

melampirkan Data Nama Pemohon yang sebenarnya yaitu bernama
ANTONI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 03 April
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1980, sebagaimana yang tertera di Dokumen Kartu Tanda Penduduk

(KTP), Kartu keluarga (KK) , dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon ;
- Bahwa untuk memperoleh Penetapan Identitas tersebut terlebih

dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari
Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon
memohon kehadapan Bapak, agar sudilah kiranya mengeluarkan suatu surat
Penetapan tentang identitas Pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

2. Menyatakan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah ANTONI,
jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 03 April 1980,
sebagaimana yang tertera di Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP),
Kartu keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan
datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa
ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka
persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3204130304800016, tanggal 07
November 2018, atas nama ANTONI, diberi tanda P-1 ;

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 16255/U/JB/2011, tanggal 04
Agustus 2011, atas nama ANTONI, diberi tanda P-2 ;

3. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3204132710160027, tanggal 06
November 2018, atas nama ANTONI, diberi tanda P-3 ;

4. Fotocopy Paspor, tanggal 21 Juni 2011, atas nama ANTONI, diberi
tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P -1 s/d P - 4 di
atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula
diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan
hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon
dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah
yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Muhamad Juli :
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- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;

- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah ANTONI, jenis kelamin
Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 3 April 1980 sesuai KTP, KK
Pemohon maupun Kutipan Akta Kelahiran ;

- Bahwa setahu Saksi, ada kesalahan tanggal lahir Pemohon di Pasport
tercantum bernama ANTONI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan,
pada tanggal 2 Maret 1980 ;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke
Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas Pemohon yang
sebenarnya adalah ANTONI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, pada
tanggal 3 April 1980 ;

- Bahwa setahu Saksi Permohonan ini diajukan Pemohon untuk
Pengurusan Dokumen Lain Pemohon ;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang
terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya
ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya

Pemohon membenarkannya ;

2. Jerry Lim:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;

- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah ANTONI, jenis kelamin
Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 3 April 1980 sesuai KTP, KK
Pemohon maupun Kutipan Akta Kelahiran ;

- Bahwa setahu Saksi, ada kesalahan tanggal lahir Pemohon di Pasport
tercantum bernama ANTONI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan,
pada tanggal 2 Maret 1980 ;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke
Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas Pemohon yang
sebenarnya adalah ANTONI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, pada
tanggal 3 April 1980 ;

- Bahwa setahu Saksi Permohonan ini diajukan Pemohon untuk
Pengurusan Dokumen Lain Pemohon ;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang
terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya

ini ke Pengadilan ;
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Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya
Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak
mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka
segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah
turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan
mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai
menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah
Permohonan Penetapan Identitas Pemohon sendiri, hal tersebut berdasarkan
ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan
Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan
Penetapan Identitas Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke
Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon,
sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan
Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai
menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan
pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan
keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang
satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai
berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang
bernama lengkap adalah ANTONI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan,
pada tanggal 3 April 1980 sesuai KTP, KK Pemohon maupun Kutipan
Akta Kelahiran ;

- Bahwa ternyata, pada Paspornya identitas Pemohon tertulis bernama

lengkap “ANTONI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 2
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Maret 1980” sedangkan identitas Pemohon yang tercantum pada Kutipan
Akta Kelahiran Pemohon, KTP dan KK tertulis bernama lengkap
“ANTONI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 3 April
1980”" sehingga Pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas
Pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan
Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk
merubah atau memperbaiki identitasnya sendiri kepada keadaan
sebenarnya dan agar sesuai dengan data Pemohon sebagaimana yang
termuat dalam Dokumen kependudukan lainnya, khususnya dalam
pengurusan dokumen Keimigrasian ;

- Bahwa tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi
oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Identitas
Pemohon tersebut ;

- Bahwa nama lengkap Pemohon yang sebenarnya adalah bernama
ANTONI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 3 April
1980, bukan ANTONI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, pada
tanggal 2 Maret 1980 sebagaimana dalam Paspornya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,
Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan Penetapan ldentitas
Pemohon a quo, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari
Warga Negara yang baik dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi
prinsip “tertib administrasi kependudukan” dan “ketentuan-ketentuan tentang
Keimigrasian” yang berlaku ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tidak berakibat
hukum pada Dokumen-dokumen Kependudukan seperti Kutipan Akta
Kelahiran maupun Kartu Keluarga dari Pemohon dan hanya diperuntukkan
untuk kepentingan pengurusan dokumen Keimigrasian saja, maka dengan
memperhatikan Bagian Ketiga tentang Perubahan Data Paspor Biasa, pasal
24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Nomor 8 tahun 2014, Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana
Paspor, tanggal 30 April 2014, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu
dinyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama
lengkap ANTONI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 3 April
1980, sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK
3204130304800016, tanggal 07 November 2018, Kutipan Akta Kelahiran,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 1790 / PDT. P/ 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16255/U/JB/2011, tanggal 04 Agustus 2011 dan Kartu Keluarga, No.
3204132710160027, tanggal 06 November 2018, selengkapnya
sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas
maka menurut hukum, Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan
dengan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional
secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di
atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa meskipun kewenangan
perbaikan/perubahan identitas Pemohon pada Paspornya merupakan
kompetensi dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, namun
Penetapan ini patut menurut hukum, untuk dijadikan sebagai bahan
pertimbangan bagi Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dalam
proses perbaikan/perubahan identitas Pemohon pada Paspornya ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka
cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini,
dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam
amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan
Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional
seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan Rbg serta ketentuan peraturan
perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN
Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang  sebenarnya
adalah bernama lengkap ANTONI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan,
pada tanggal 3 April 1980 sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda
Penduduk, NIK 3204130304800016, tanggal 07 November 2018, Kutipan
Akta Kelahiran, Nomor 16255/U/JB/2011, tanggal 04 Agustus 2011 dan
Kartu Keluarga, No. 3204132710160027, tanggal 06 November 2018 ;

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.
231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Juma't, tanggal 30 November 2018
oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH., sebagai Hakim Tunggal,
Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum

pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Herty Mariana Turnip,
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SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh

Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti, Hakim tersebut,

Herty Mariana Turnip, SH. Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ........ Rp. 30.000,-
Administrasi. ................ Rp. 70.000,-
Materai ...........ceeveennnnn. Rp. 6.000,-
Panggilan ................... Rp. 120.000,-
Redaksi...........cccoevvnis Rp. 5.000,-
Jumlah.................... Rp. 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
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